
 
 

 
 

 
 

BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 22 TAHUN  2019 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN  2016 TENTANG 

 PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT 

DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN  
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LUMAJANG, 

 
Menimbang :  bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka 

melindungi dan memberdayakan usaha mikro sebagai bagian 
dari upaya mewujudkan masyarakat Lumajang yang makmur, 
berdaya saing dan bermartabat, maka perlu menyempurnakan 
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun  2016 tentang Perlindungan, 
Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan, 
dengan Peraturan Bupati. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi 
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3214); 

  3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3817); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang   
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang   
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234); 

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor  45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5512); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3718); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang 
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3743); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4742); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5404); 
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19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 
2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat; 

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/8/2008, tentang Penyelenggaraan Waralaba;  

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataan Dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014; 

23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 
Lingkungan Hidup; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018; 

26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib UKL-
UPL. 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan  :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 

2016 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR 
RAKYAT DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN 

 
PASAL I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat Dan 
Penataan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang 
Tahun 2016 Nomor 9), diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 10 
 

(1) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil 
produksi UMKM dan Koperasi selama barang tersebut 
memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan 
Toko Swalayan. 

 
(2) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria 

UMKM dan Koperasi dibebaskan dari pengenaan biaya 
administrasi pendaftaran barang. 

 
(3) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dan 

Koperasi dengan Toko Swalayan dapat dilakukan 
dalam bentuk kerjasama komersial berupa kerja sama 
pemasaran, pasokan barang dan penyediaan tempat 
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usaha/space, pembinaan/pendidikan atau 
permodalan atau bentuk kerjasama lain. 

 
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa 
Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang 
disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang 
sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban 
masing-masing pihak serta cara dan tempat 
penyelesaian perselisihan. 

 
(5) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada 

Pemasok yang dilakukan oleh UMKM dan Koperasi 
untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan cara dibayar 
langsung pada hari pembayaran secara tunai atau 
jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh 
dokumen penagihan diterima. 

 
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

berlaku untuk setiap 1 (satu) outlet/gerai atau dalam 
jaringan usaha. 

 
(7) Dihapus.  
 
(8) Jumlah Pasokan barang hasil produksi UMKM dan 

Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari total 
keseluruhan barang yang ditawarkan di setiap 
outlet/gerai. 

 
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 19 
 

(1) Penyelengara Pasar Rakyat wajib memenuhi 
ketentuan, sebagai berikut: 
a.  memperhitungkan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, UMKM, 
Koperasi dan Toko Swalayan; 

b.  menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar 
Rakyat yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib 
dan ruang publik yang nyaman; 

c.  menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian 
sementara kendaraan angkutan umum bagi 
kepentingan menaikturunkan penumpang yang 
menuju dan pergi ke pasar;  

d. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai 
penggolongan jenis barang dagangan, dengan 
kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, 
penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan 
maupun alami;  

e.  kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, 
meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, 
tempat sampah, musholla dan fasilitas lainnya; 
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g.  ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan 
jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna 
pasar; 

h.  perbaikan sistem persampahan dan drainase guna 
meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar. 

 
(2) Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak 

dapat diubah atau dijadikan Toko Swalayan kecuali 
upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang 
bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, 
menjadi ikon Kabupaten, memiliki nilai sebagai bagian 
dari industri pariwisata. 

 
(3)  Dalam rangka memberikan perlindungan dan 

pemberdayaan Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi, 
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan 
pengendalian jumlah pasar swalayan modern agar 
tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban 
Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi. 

 
PASAL II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. 
 

 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal 18 Maret 2019 

 
BUPATI LUMAJANG 

 
ttd. 

 
H. THORIQUL HAQ, M.ML 
 

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 18 Maret 2019 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LUMAJANG 

 

ttd. 
 

Drs. AGUS TRIYONO M.Si 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19690507 198903 1 004 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR  26 
 

 
 

 
 

PARAF KOORDINASI 
Jabatan Paraf Tanggal 

Pj. Sekda   

Asisten    

Plt. Kadin. Perdagangan   

Plt. Kabag. Hukum    


